
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2012

NOMOR 012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUBI

DENGAN RAHBSAT TUHAN YANG MAIM ESA

BUPATI ROTE IDAO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber
pendapatan asli daerah guria rnendukung pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentxian Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, jenis Retribusi Jasa Umurn ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangam sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahust 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); " . -

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repuhjik Indonesia Nomor 4844);
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Dengan Persetujuan Bersama

DE„AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

n:PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Menetapka

BAB I
KETENTUAN UWIUWI

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : ' .

IK^rS.'Sah yan9 selanjutnys diangka. DPRD ada.ah Dewan
'. Z^^^^^^dl bldan9 "'Daerah se5uai

orang pnbadi atau badan Hl_pdiakan atau diber.kan oleh Pemenntah Daerah
"SZa:Cn,SnC^fnSn u, ser,a dapa, «K,„a„ o,eh ™,

pnbadi akiu badan. , . ang menurut Peraturan-S J^angl^nCtfn^ K^Uan^ayaran retnbus,,
:,;iiv:;ul, i^mungutataupemoton^ ^ ^^

"̂ ':;:;';:;,-^^,^^^iS^^^an pW,U tertentu dan Pemenntah
S^Sroaera,. vang^^^^6^^^!)embavaian atau penyetoran retnbus, y.ng te^ah d.lakuk ^ me)aiui tempgt

inrmu|,r alau lelah dilakukan dtnuan card
pemoayaran yang ditunjuk oleh^ Bupatr ' d|S, kat SKRD, adalah surat
Sural Ketetapan Retnbus. Dae^•J*™**™ ^Jan pokok retribusi yang terutang.

^^p^^^^^^^pada"^ yan9 ,eru,an9 '
atau seharusnya tidak terutang.

i.iaqi

Ua«

Sur;
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1Sural Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesiona'l
berdasarkan suatu standar pemenksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
k&tentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tmdak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
rifiakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
mi membual terang tmdak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
k-rsangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

•mis I'.,-inbusi Jasa Umuin yang ciiatur dalam peraturan daerah mi terdiri dan :
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan-Akta Catatan
Sipil

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retnbu:: Pelayanan Pasar;
Relnbusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
KGtnbiisi Pengendalian Menara Telekomunikasi

.r.i? lvr!nlH,si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi

Bagian Kesatu
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemenntah Daerah.

Pasal 4

Objuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu landaVenduduk dan Akta Catatan Sipil /^
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan :

a Kartu Tanda Penduduk,
b Kartu Keterangan Bertempat Tingcjal,
c Kartu Identitas Kerja;
d Kartu Penduduk Sementara;

j

mm
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, Kartu Identitas Penduduk Musiman;
f Kartu Keluarga, can

- Akta Catatan Sipil yang mehPutA|t
r pengesahan aan Pengakuan Anak. Akta

Akta Kematian.

Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta
anti Nama bagi Warga Negara Asing, dan

Pasal 5

Sasuk pemungu. atau pemo.ong Re.ubus, Jasa Umum.
Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

*~i, i^rt.. tanHa npnduduk dan akta catatan sipil

terbitkan

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tanf

Pasal 7

, n sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi hanya
'^M ayat (1)p.Biaya pencetakan dan P^^^^J^^u^K cgtatan sjpi| yang
'^1^^^^^" "» ^ ™men9e'°la

^rcetakan

Paragraf 4
Strukti'.r dan Besarnya Tanf

Pns.il »

SMWU, dan Pesarnya ^^^3-Sn^ran
dan Ak,a Ca.a.an S.p.l ,^9™™™llira„ daerah mi
bagian yang tidak terpisahkc
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Bagian Ketiga
Rotribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek Subjek dan Wajih Retribusi

; : •> tviMo Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas
;'...;,;;!,an I'dikii di Tepi Jalan Umum yang di sediakan oleh Pemenntah Daerah

Pasai 10

iii.,]ek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam
oasal 2 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalap umum yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
nidangan

Pasal 11

,ii Suli|r:k Retribusi adnlnh orang pubadi alau badan yang mendapatkan pelayanan
|i;nkii di lupi jalan umum

.•jjWajib Rctubusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundancpundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
;.--anr^uk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan
frokuensi penggunaan Tempat Parkir.

Paragraf 3
Pnnsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Retribusi

Pasal 13

(1) Pnnsip dan sasaran dalam penetapan tanf Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa, kemampuan masyarakat,\> aspek keadilan, dan efektivitas
pengenoalian atas pelayanan terssebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pr moliharaan, biaya bunga datji biaya modal -sS

r\) i);,l.mm IkiI penetapan tanf s'epenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, a/
(„--i i. -i.-ij ,.-jii larif hanya untuk menutup sebagian biaya.
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

n q.in |ll-,;nny;i l;ni! nJiihi'ii solkkj; muni in tcioanluin dalam Lnmpiian I!, dan
•'••an baqian yang tidak terpisahkan dan peraturat daeran ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas
pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemenntah
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 16

(1) Gbjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
' huruf c, adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran,

los, kios yang dikelola Pemenntah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dan objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar

yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribndi atau badan yang menggunakan pelayanan
fasilitas pasar yang dikeiola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, kelas ^
pasar dan jangka waktu yang digunakan ^
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Paragraf 3
Pnnsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

:) Pnnsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan
pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya, penyediaan jasa,
kemampuan masyarakat. aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

i'3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Slrukliirdan besarnya tarif sebagaimana torcantum dalam Lampiran
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

dan merupakan

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Obi' Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
i hiiuif d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
ui ni a.as air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
;•::],.]";ikan oleh Pemenntah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan- yang menggunakan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai
kelentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
(daerah

Wajib Retribusi adalah prang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan £>
perundang-undangan retribusi diwajrbkan tuniuk melakukan pembayaran retribusi, fa$
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
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paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

fmgkat pengggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jenis
Pelayanan.

Paragraf 3
Pnnsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

«l) Pnnsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian
kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 26

(1) Tanf Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di golongkan berdasarkan jenis
kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di berikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

nngan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas
annul T'ltnn ruanq untuk Menara Telekomunikasi. \>

Pasal 23

ni.'• P -inbusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ^
-,.,i .• .-,y.ai (1) huruf e. adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi ^
••Han Miomperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum
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Pasal 29

. .•lllllPk .pinbusi adalah orang pr.bndi atau badan yang menggunakan/menikmat,
hnmn Penaendalian Menara Telekomunikasi yang dibenkan.W* R ibus^Tah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

Undang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retnbus,,
ermasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasai 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase tertentu dikaitkan dengan
frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.

Paragraf 3
Pnnsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tanf Retnbusi

Pasal 31

,i» Pnnsio dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retnbusi pengendalian Menara
,1) kmun-kas, ditetapkan dengan memperhatikan biaya W*™ ^

-kPmampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas
.^r^^ns dimaksud pada ayat (1) meliputi b,ya operas, dan

i.-ij./.n tan,' hanya uniuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan BesarnyaTanf Re'nbusi

Pasal 32

.i, rani Retnbus, Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis
|ll:nqendalian menara telekomunikas: yang di berikan

sebesar 2 % (dua persenj pei aiiu.i ,*lf„nn_ 90/ y mjop PBB Menara tJ)
menara telekomunikasi (Retribusi yang terutang- 2/o A NJUr roo ^

_ Telekomunikasi).

59



BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retnbusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen ,lain yang

dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
M) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara

bruto ke kas daerah

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 20 (dua puluh) han sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen
lair.nya yang dipersamakan.

(3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran,; angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

tit Penagihan Retnbusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD

12) Penagihan Rntribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
ri.-;r,rjari sural teguran

<::n i''--ngeiuaran sural teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi
d't-uliiarkai) setelah 10 (sepuluh) han sejak taifggal jatuh tempo pembayaran.

;, ij.Pim pmqka waktu 7 (tujuhi ban setelah tanggai dikeluarkan sural teguran Wajib
R.;inl)iisi harus melunasi retribusi yang terutang

(!,j sural teguran sebagaimana diinaksud pada ayat (1j dikeluarkan oleh pejabat yang ^
' di turijuk. n

(6) Tatacara penagihan dan penertiban eurat teguran diatur dengan Peratuan Bupati. A*
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(3)

(4)

15)

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 37

Wajib Retnbusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
babwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di iuar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membenkan
kenaslian hukum bag, Wajib Retnbusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa rnenenma seiuruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

f.ljApabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

abulkan.

Pasal 39

M>.like pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seiuruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamhah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

i2i Imnalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Bagian Keempat
Kedaluwarsa

Pasal 40

(1)llak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat f^erutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tmdak pi,dana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika s
a Diterbitkan Surat Teguran; atau , -
b Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi langsung maupun tidak

langsung , ^
(3"< Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hum a,^
' ' kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut, *£
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nPpnnakuan utanq Retnbusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Lrufb adalah Wajoo Retnbus, dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai
utang Retnbusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

-••Ppnaakuan utang retnbusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayatmZTrZsi diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembyaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retnbusi.

Pasal 41

p, P.utang Retnbus, yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
' oenagnan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan-.Bupab menetapkan keputusan penghapusan piutang Retnbus, yang sudah

I'Prialuwarsa sebaqaiman dimaksud pada ayat (1)..3, Tala cara penghapusan piutang retnbus, yang sudah kedaluwarsa dia.ur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 42

Dalan, hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
SkenakTn sanks. administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen )setiap bulan dan
retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasat 43

,-nTanf Retnbusi dapat ditinia-« kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali%P*^M*£ReM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mpmnnrhatikan indeks harqa dan perkembangan perekonomian.ffl'neCnS Retribus, sebagaimana dimaksud pada aya. (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasai 44

,„„«.-,„•, yang melaksanakan pemungutan retnbusi dapat diber, insenti. atas dasar
nSS'S-. *™k,ud pada aya, «1) ditetapkan mela.ui

Puiidapalan uan Belaaja Daerah
'P
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• -mh-r.an dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ay
t:::^^^^ **»*« ^-berpedoman kepada peraiuran^
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BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

1) Wajib Retnbusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

Derrda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan penerimaan
negara

CAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang
beraasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur
dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2003 Nomor 006 Sen C Nomor 026);

b Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Retnbusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun
2004 Nomor 001 Sen C Nomor 013);

c Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2004 Nomor 010 Sen C Nomor 031);

d Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Momor 28 Tahun 2004 tentang Parkir
di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004
Nomor 011 Sen C Nomor 032,); dan °

e Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ^.
Akta Catatan Sipil (LembaYan Dae/ah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2006 J
Nomor 001 Sen C Nomor 055), ' '

dicabiit clan clinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 50

nv-auran Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal, 12 Januari 2012

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 12 Januari 2012

^EiUPATI tOTE NDAO

^Rlb HANING

Sf^W^B'AERAH KABUPATEN ROTE NDAO,4f

J AGU^fWs^ORAGERU

fpiraran'dafrah KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 012
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOiVOR2 TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
membenkan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus
sendm Urusan Pemenntahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. "'

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten
berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada

•rnasyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-
undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-

' Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi
yang terkait dengan Retribusi yang dibenkan kewenangan kepada Pemeritah
Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi
Daerah

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

isnl v

Pasal 3

pasal4

I S><1I J

Pasal 9

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukuo telas

Cukup ielas

Pui up jelas

{AiVuu ielas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pa Sat 10
Cukup jelas

66



Pasal 11
Cukup jeias

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16

Pasal1 /

Pasal 13

pasal 19

ml 21

I ascn dJ

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal
Cukup jelas

Cukup joins
Pasal 34

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
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,il 37

Aikup jelas

?a.al 3fc
Cukup jelas

Csal39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 42

Pasal 43
Cukup jelas

P3Sal 4Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan
pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan
funqsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retnbusj.

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui Pembaha^san yang
dilakukan oleh Pemenntah Daerah dengan alat kelengkapan
DPRD yang rnembidangi masalah keuangan.

Pasal 45
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 46

Pasal 4/
Cukup jelas

48

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas

'/IBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 104

6B
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AMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 1.„ JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAM AKTA CATATAN SIPiL

MO URAIAN

Kartu Keluargap
Warga Negapa IndonesiaJWNl}_
"Warga Negara Asmg (WNA)
alu Tanda Penduduk_;

Warga Negera Indonesiaj_WTJ{)_
Warga Negara Asing (WNA)
Sementara

a KaPu Keterangan Bertempat Tingga
Kartu Identitas Kerjai_
a Warga Negara Indonesia (WNI)
b Warga Negara Asmg (WNA)
Akta Kematian .
a Warga^Negara Indonesia (WNI)
b Warga Negara Asmg (WNA)
Akta Perkawman .
a Warga Negara Indonesia (WN
b. WargaJ^^ara AsingJWNA)
Akta Pemqesahan dan Pengakuan Anak
"a." Wa^aglaJ^
"b _Warga_Negara_Aj^_^'NA)
Akta Perceraian '

a Wargaj~Jegara_]nidcmesia (WNI)
b Warga Negara Asing (WNA)
Akda GantiNama
Warga Nega/a_AsinjgJWIs^)

69

TARIF

(Rp.) .

10.000-

25.000,

25.000-

"50.000.-~
5.000^

l"ooob.-"

KET



IRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR .2 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

URAIAN
TARIF

Kendaraan Roda 2
Rp. 500/kendaraan/sekali parkir

K,i|i<|auaan Roda 4
Rp. 1000/kendaraan/sekali parkir

-IIV. laraan Roda 6
Rp. 1.500/kendaraan/sekali parkir

f.aiaan cliatas Roda 6
Rp 2 000/kendaraan/sekali parkir

f

KET

fcOTE NDAO,^^BUPATI

\ '^?AkV<^- /

)},
'V.3£f;

'4|J©1^^ ID HANING
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CI III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2012
PANGOAL 12 JANUARI 2012

!Pi
qup dan BPS/sRMYAIARIP REIRIBUSI PELAYANAN PASAR

URAIAN !

Kios / Toko

1 1 Bangunan Pemenntah Daerah
1 1 1 Perrnanen 1x1 nc

1.1.2. Semi Perrnanen 1x1 m2

1,2. Bangunan Sendin
1.2.1 Perrnanen 1x1 m2

1.2.2. Semi Perrnanen 1x1 m2
2 Pelataran Terbuka

2 1. Dengan Balai-balai

?2 Tanpa Balai-balai 1x1 m2

3 Pemakaian Los Pasar 1-2,5 nf
4 Pemakain Los Pasar Tidak Tetap

5 Pemakain Dasaran Pasar untuk :
5.1. Menimbang clan Menimbun Komoditi

untuk sementara

5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan
KeretaDagang

5.3. Penjualan Ternak :
5.3.1. Ternak Besar: Kerbau,

Kuda.Sapi.

5.3.2 Ternak Kecil : Kambmg.Domba,
Babi.

5.3.3. Unggas •Ayam , Itik. Bebek,
Burung

6 Rumah Toko (Ruko)

7 Pamakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi
Pasar __,

Pasar di Kecamatan __ ._"_
1 Kios / Toko

1T ' Bangunan PemerintalrOaerah „
1.1.1. Perrnanen 1x1 m2
1 1 2. Semi Perrnanen 1x1 m2

1.2 Bangunan Sendin
12 1 Perrnanen 1x1 m~
1 2 2 Semi Perrnanen 1x1 m^

71

TAJRIF
3

Rp.200 (dua ratus
rupiah)/han
Rp.150 (seratus lima puluh
rupiah)/han

Rp.150 (seratus lima'puiuh
rupiah)/hari
Rpjl_00j_seratus rupiah)/hari

Rp.1000 (seribu-
rupiah)/Petak/han
Rp.500 (lima ratus
_rup_iah)/hari
RP-1 TjjOjjJs_eribu rupiah)/han
Rp.1.500 (seribu lima ratus
rupiah)/ Petak/ han

Rp.2.000 (dua ribu
rupiah)//hari pasar

Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
pasar

Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/
ekor

Rp.2.000 (dua ribu
rupiah)/ekor
Rp 1.000 (seribu rupiah)/ekor

Rp.1.000 (seribu rupiah)/
M2/han

Rp.500 (lima ratus
rupiah)/_sekali_p_akai^

Rp.150 (seratus lima puluh
rupiah)/hari
Rp.100 (seratus rupiah)/hari
Rp.100 (seratus rupiah)/hari
Rp.75 (tujuh puluh lima
rupiah)/han

^



..£--,-

2"" Peralatan Terbuka_
2 1. Dengan Paiai-baiai

*2 2. Tanpa Balai-balai 1x1 trC

3 "PemakaianJ^^sarjj^rjrr__
4 Pemakain Los Pasar Tidak Tetap

5 Pemakain Dasaran Pasar untuk :
5 1 Menimbang dan Menimbun Komoditi

untuk sementara
5 2 Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta

Dagang
a / Penjualan Ternak

a •••. 1 Ternak Besar Kerbau, Kuda,

Sapi
••• p. Ternak Kecil Kambing.Domba.

Babi

' :-; 3 Unogas Ayam Itik Bebek.
Burung _ ._ _... _.

. i-simah Toko (Ruko)

i s'liiia

Pusai

kaian Jasa WC Umum dalam Lokasi

72

Rp.500 (lima ratus
rupiah)/Petak/hari
Rp.200 (dua ratus
mpj:ajjj/hj3ri_
Ppc:/UX>rj^^
Rp. 1.500 (seribu lima ratus
rupiahi/^eJaWjian^

Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)/
han pasar
Rp. 1.000 (seribu rupiah)/han
pasar

Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/
ekor

Rp.2.000 (dua ribu .
rupiah)/ekor
Rp.1 000 (seribu rupiah)/ekor

Rp T000 (seribu rupiah)'/
M2/hari _____
Rp 500 (lima ratus
rupial i)/sekali_p_aka[

TE NDAGy^

^r-er^ftr DIH ANIN G

]*,



i [V'ERAH KABUPATEN ROTE NDAO
;> i '-.HUN 2012

IP JANUARI 2012

TARiP RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORYA

URAIAN

KENDARAAN DARAT_
Po ncjujian Berkala Periama Kali/
Pengujian BerkalaPepubaihan_untuk:

- Motvl,Bus.Mobil Barang.Traktor Head

Mnliil Prniimpriiifi Uiniiin

• Keiela Gancieng dan aiau Kereta
TeinpeUm

p.uViUjianTeikala kedua atau berikutnya
niiliik _ _.

- Mobil.Bus,Mobil Barang.Traklor
Heacl/Kendaraan Khusus

Mobil Penumpang Urn urn

•Keiela Gandeng dan atau Kereta
Tempelan

"Biaya Penggantian Buku Uji karena
Rusak/Hilang

B T Kendaraan Bermotor dpAir
"Pengujian berkala peJama kali atau
pengujian berkala perubahan benluk
b Speedboat
c Perahu Motor

"Pengujian Berkala kedua atau pengujian
berkala berikutnya •
a. Speedboat
b. Perahu Motor

Kegialan Pemenksaan Kendaraan
i.i.miotor yang dilaporkan rusak,
pcngadaan baru dan penghapusan
. cjuI:maan sbb

I Kmiiaiaan Roda ?

1 Kendniaan Roda 4
3 Kendaraan Roda 6

73

TARIF KET

3 4

Rp. 150.000,-/kendaraan

Rp, 100 000,-/kondnrann

Rp 10.000
Rp.15.000
Rp.15.000

"fBUPATI ROTE NDAO^

%l^B(^W HANING


